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NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Tujuan Negara:

Presiden Pemegang 

Kekuasaan Pemerintahan

Pemerintah sebagai personifikasi negara bertanggung 

jawab untuk melaksanakan pembangunan, pelayanan 

masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat

Otonomi Daerah:

1) melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia; 

2) memajukan kesejahteraan 

umum; 

3) mencerdaskan kehidupan 

bangsa; dan 

4) ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial

1) NKRI dibagi atas daerah-

daerah provinsi dan daerah 

provinsi itu dibagi atas 

kabupaten dan kota

2) Otonomi menjadi upaya 

mempercepat tercapaianya 

tujuan negara dan 

mendekatkan pemerintah 

dengan masyarakat

(UUD 45 alinea 4) (Ps. 18 UUD 45)

(Ps. 4 UUD 45)



KONTRIBUSI DAERAH UNTUK NASIONAL

Selain melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka 
mewujudkan tujuan pembangunan, daerah juga diharuskan untuk berkontribusi pada pencapaian 

target pembangunan nasional



PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 258 UU 23/2014

TARGET 
PEMBANGUNAN NASIONAL

sinkronisasi dan harmonisasi 
koordinasi teknis dikoordinasikan oleh 

Mendagri dengan Menteri Bidang 
Perencanaan

K/L PROV+KAB/KOTA

TARGET 
PEMBANGUNAN PROVINSI

koordinasi teknis pembangunan 
dilaksanakan oleh GUBERNUR 

sebagai wakil Pemerintah Pusat

PROV KAB

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah 

diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional

Peningkatan & 

Pemerataan 

Kesempatan 

Kerja

Peningkatan & 

Pemerataan 

Lapangan 

Berusaha

Peningkatan & 

Pemerataan 

Akses dan 

Kualitas 

Pelayanan Publik

Peningkatan & 

Pemerataan 

Daya Saing 

Daerah

MENDUKUNG DAN MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK:

Peningkatan & 

Pemerataan 

Pendapatan 

Masyarakat

kontribusikontribusi



PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 258 UU 23/2014

TARGET 
PEMBANGUNAN NASIONAL

sinkronisasi dan harmonisasi 
koordinasi teknis dikoordinasikan oleh 

Mendagri dengan Menteri Bidang 
Perencanaan

K/L PROV+KAB/KOTA

TARGET 
PEMBANGUNAN PROVINSI

koordinasi teknis pembangunan 
dilaksanakan oleh GUBERNUR 

sebagai wakil Pemerintah Pusat

PROV KAB

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah 

diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional

Peningkatan & 

Pemerataan 

Kesempatan 

Kerja

Peningkatan & 

Pemerataan 

Lapangan 

Berusaha

Peningkatan & 

Pemerataan 

Akses dan 

Kualitas 

Pelayanan Publik

Peningkatan & 

Pemerataan 

Daya Saing 

Daerah

MENDUKUNG DAN MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK:

Peningkatan & 

Pemerataan 

Pendapatan 

Masyarakat

kontribusikontribusi





DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMD TAHUN 2025-2029

• Rancangan Awal RPJMD mulai disusun ketika

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

dilantik.

• Penetapan Perda RPJMD paling lambat 6 bulan sejak 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik.

• Penyeragaman periodesasi RPJMD diseluruh daerah 

dengan periodesasi RPJMN merupakan upaya untuk

menyelaraskan perencanaan pembangunan pusat

dan daerah Periode/waktu pembangunan yang sama 

akan semakin memudahkan dalam mencapai target

pembangunan nasional maupun daerah. 

UU Nomor  59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045

UU Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 

ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.

(2) Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan

setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Pasal 10

Pasal 264

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

Pasal 47 

(1) Periode RPJP Daerah mengikuti periode RPJP Nasional 

Tahun 2025-2045.

(2) Periode RPJM Daerah mengikuti periode RPJM Nasional.

PENYUSUNAN RPJMD 

TAHUN 2025-2029 

(1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf  b, dimulai sejak Kepala Daerah

dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik..



PEDUM RPJMD DAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Rancangan
 Inmendagri Pedoman Penyusunan 

RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029

Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun 

RPJMD & Renstra Tahun 2025-2029, meliputi :
• Penjelasan tahapan penyusunan ;
• Penjelasan tata cara ;
• Pembaharuan sistematika dan penjelasan substansi ;
• Jadwal & Timeline ; dan
• Hal lain yang belum diatur/dijelaskan regulasi sebelumnya 

(Periodesasi, Penyelarasan, kinerja, cascading dll)

Sebagai upaya menyelaraskan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan

RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup penyelerasan kinerja dan

periodesasinya

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 menekankan pendekatan

manajemen strategik, logic model, berfikir sistem, & sistem
dinamik.



KONSEP INMENDAGRI (1)



KONSEP INMENDAGRI (2)



KONSEP INMENDAGRI (3)



BEBERAPA PENGATURAN BARU DALAM PEDUM 

Adanya pembahasan visi dan 

misi secara teknokratik

Pengaturan Konsultasi 

Publik dan Forum Perangkat 

Daerah

Penetapan Perda RPJMD 

setelah dievaluasi
Penyelarasan periode RPJMD dengan 

RPJMN, pengintegrasian IUP dan 

penyelarasan kinerja

Pembahasan dengan DPRD

Arahan dukungan terhadap 

pencapaian Asta Cita 



KETERKAITAN RPJMD DENGAN DOKRENDA/SEKTOR LAIN



TIMELINE PENYUSUNAN RPJMD, RKPD, DAN P-RKPD
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Pelantikan KDH (20 
Februari)

Persiapan 
Penyusunan

Rancangan Awal RPJMD

• Konsultasi Publik (30 
hri/ 20 Maret); 

• Penyampaian ke 
DPRD (40 hri/7 April);

• Pembahasan DPRD 
(10 hr)

• Konsultasi MDN/Prov.  

Rancangan 

• MUSREBANG 
(75 hri/ 5 Mei) 

Rancangan Akhir 

• Penyampaian Ke 
DPRD (90 hri/ 20 
Mei) 

Evaluasi RanPERDA RPJMD 

• PL 5 Bulan (20 
Juli)

PENETAPAN
PERDA RPJMD

• PL 6 Bulan (20 
Agustus)

Persiapan 
Penyusunan

Rancangan 
Awal RKPD

• Konsultasi Publik 
(Februari);

• Rakortekbang (Feb-
Maret)

Rancangan RKPD

• Penyiapan SE Gub ke 
Kab/Kota (M3 Maret)

• Prov: M2 Maret
• Kab/Kota: M4 Maret

MUSRENBANG RKPD

• Kab/Kota : M3 April
• Prov.        : M1 Mei
• Nasional : Mei

• Penyampaian pokir 
DPRD (1 minggu sblm 
Musrenbang) 

Rankhir RKPD

• Prov/Kab/Kota: 
M4 Mei

Fasilitasi RKPD

PENETAPAN RKPD

• Kab/Kota: M1 Juli• Prov : M4 Juni

• Juni

Penyusunan 
P-RKPD

Penyampaian 
P-RKPD ke MDN/Prov

PENETAPAN 
P-RKPD

• Prov : M1 Mei
• Kab/Kot : M2 Mei

• Prov : M3 Mei
• Kab/Kot : M4 Mei



TAHAPAN PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA RPJMD
Ta
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*
Persiapan Penyusunan (dilaksanakan sebelum 
tahapan dimulai)

Persiapan Penyusunan RPJMD 

Pembahasan Visi dan Misi Secara Teknokratik

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal dan 
Penyekatan Awal RPJMD

Penyepakatan Ranwal RPJMD dengan DPRD

Konsultasi Ranwal RPJMD kepada 
Mendagri*/Gubernur*

Penyampaian Ranwal RPJMD kepada PD

Forum Perangkat Daerah/Lintas PD 

Musrenbang Rancangan RPJMD

Perumusan Rankhir RPJMD

Evaluasi Ranperda RPJMD kepada 
Mendagri/Gubernur

Penyampaian RanPerda RPJMD ke DPRD

Pembahasan Ranperda RPJMD

Penetapan Perda RPJMD 

1. Pendahuluan 
2. Gambaran Umum Kondisi Daerah
3. Gambaran Umum Keuangan Daerah
4. Permasalahan dan Isu Strategis
5. Visi, misi, tujuan, dan sasaran
6. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah
7. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat 

Daerah
8. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan 
9. Penutup. 

Sistematika RPJMD sesuai PMDN 86/2017

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Umum Daerah;
3. Visi, misi, dan Program Prioritas 

Pembangunan Daerah;
4. Program Perangkat Daerah dan Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan 
5. Penutup. 

Sistematika RPJMD sesuai dengan Rancangan Pedoman

5 Bab

9 Bab



KERANGKA LOGIS MANAJEMEN STRATEGIS

5M+T

PROGRAM/KEGIATAN/
SUBKEGIATAN

PRODUK/BARANG/JASA AKHIR 
YANG DIHASILKAN DARI
KEGIATAN/SUBKEGIATAN

MANFAAT YANG 
DIHASILKAN DARI 

OUTPUT PERUBAHAN YANG DIHASILKAN 
DARI PENCAPAIAN OUTPUT & 

OUTCOME

Indikator Indikator Indikator

BERPIKIR SISTEM & 
SISTEM DINAMIK



KERANGKA LOGIS PERENCANAAN



SUBSTANSI DOKRENDA

DOKUMEN RENCANA 
PEMBANGUNAN DAERAH

DATA

KINERJA

KERJA

INDIKATOR

TARGET

INPUT
1

2

3

4

5

6



KETERKAITAN RPJMD DAN RENSTRA PD 2025-2029



SISTEMATIKA RPJMD 2025-2029

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pendahuluan

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Strategi, Arah Kebijakan, dan Program 
Priroitas Pembangunan Daerah

Program Perangkat Daerah

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah

Penutup

Gambaran Umum Keuangan Daerah

Data yang bersifat given dan hasil evaluasi 
kinerja

Proyeksi potensi anggaran
nb: upiah dalam dok. perencanaan ≠ rupiah 

dalam dok. anggaran  

Masalah disimpulkan dari gambaran umum
Isu strategis terdiri atas: masalah + isu strategis 

lingkungan + isu potensi lainnya 

Cascading dari visi misi sampai dengan 
program prioritas kepala daerah 

Strategis dan arah kebijakan serta sekumpulan 
program prioritas

Program seluruh perangkat daerah beserta 
proyeksi pendanaannya

Target kinerja pencapaian tujuan selama 5 
tahun (IKU) dan target kinerja sebagai daerah 
otonom (IKD)



KONSEP TEKNIS RPJMD 2025-2029



KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM PRIORITAS



VISI/MISI

TUJUAN & SASARAN

PROGRAM 
PRIORITAS

TARGET KINERJA 
PENCAPAIAN 

TUJUAN/SASARAN 
(IKU)

dikerjakan ditentukan dievaluasi
CAPAIAN KINERJA 
TUJUAN/SASARAN 

(IKU) ???????

Bab 5 Bab 6 Bab 8

A

B

Kinerja Mewujudkan Visi/Misi Kepala Daerah

Kinerja Pembangunan Daerah Otonom

PROGRAM PD

TARGET KINERJA 
RENCANA 

PEMBANGUNAN 
DAERAH OTONOM 

(IKD)

dikerjakan ditentukan dievaluasi

CAPAIAN KINERJA 
PEMBANGUNAN 

DAERAH OTONOM 
(IKD) ?????

Bab 2 Bab 7 Bab 8

KONDISI AWAL 
BERDASARKAN ASPEK:

❑ Geografi & 
Demografi

❑ Kesejahteraan 
Masyarakat

❑ Pelayanan Umum
❑ Daya Saing

KONSEP KINERJA RPJMD



PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJPD DAN RPJMN 

Pemerintah Daerah melakukan 
dukungan terhadap pencapaian 
prioritas nasional (PN), proyek 
prioritas (ProP)/proyek strategis 
dan/atau highlight arah kebijakan 
kewilayahan.

Substansi Penyelarasan

Periodisasi Strategi dan arah kebijakan 

berpedoman dengan Arah 

Pembangunan kewilayahan 

RPJMN 

IUP RPJPD dan RPJMN

merupakan bagian dari

Indikator Kinerja Daerah

Indikator makro

berpedoman pada

penargetan Indikator

Makro per Provinsi

Penyelarasan dapat dilakukan melalui Musrenbang RPJMD

Proses Penyelarasan

Tim penyusun RPJMD, melakukan analisa penyelarasan dalam rangka 

mendukung Asta Cita, dengan beberapa hal pertimbangan:

Ruang Lingkup/Aspek

Program perangkat daerah mendukung

pelaksanaan daftar 83 kegiatan prioritas

utama dan indikasi 77 (Tujuh puluh tujuh)

proyek strategis nasional (Lampiran I) RPJMN

Tahun 2025-2029.

Sasaran Penyelarasan

Program perangkat daerah mendukung

pelaksanaan daftar 83 kegiatan prioritas

utama dan indikasi 77 (Tujuh puluh

tujuh) proyek strategis nasional

Indikator makro RPJMD dengan indikator makro 

sebagai sasaran utama pembangunan per 

provinsi dalam arah pembangunan kewilayahan 

(Lampiran IV) RPJMN Tahun 2025-2029

&



ARAHAN PENYUSUNAN RPJMD 2025-2029

1

2

3

4
5

MEMPERHATIKAN REGULASI TERBARU MISALNYA UU 59/2024, PERPRES 12/2025, PEDUM RPJMD

DILAKUKAN SECARA SIMULTAN DAN TERKOORDINASI DENGAN PENYUSUNAN RENSTRA PD

MENGOPTIMLAKAN POTENSI DAN KARAKTERISTIK DAERAH

BERKONTRIBUSI DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PENYELARASAN PERIODE DAN KINERJA RPJMN DENGAN RPJMD

6 DIINPUT DALAM SIPD



TERIMA KASIH
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